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1. Undang­Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah­daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa "Tengah: 

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang 
dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh­ 
sungguh · dan penuh tanggungjawab serta bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang 
yang memenuhi persyaratan dan kriteria Wajib Lapor 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu melaporkan 
harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 

b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 
201 7 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara bagi Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Semarang. 
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Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 60 TAHUN 2017 TENTANG 
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
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2. Undang­Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas­batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1652); 

3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang­Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang­Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang­Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang­Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

6. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6897); 



7. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang Nomor 
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 
02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
572); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 2); 



(1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Semarang yang Wajib Lapor Harta Kekayaan 
Penyelenggaran Negara kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi adalah: 
a. Pejabat Negara; 
b. Pejabat Tinggi Pratama; 
c. Pejabat Administrator; 

Pasal 4 

Ketentuan ayat ( 1) Pasal 4 Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan 
Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 201 7 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG 
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 110) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2023 Nomor 62); 

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Semarang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 63); 

Menetapkan 




